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KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA JANGRANA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JANGRANA,

bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Bupati Cilacap

Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan

dengan Peraturan Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

d. bahwa Rancangan  Peraturan Desa  tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

P

enimbang
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2020 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2018 Nomor 257 );

fengingat
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Dengan KesepakatanBersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
Dan
KEPALA DESA JANGRANA

MEMUTUSKAN
: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JANGRANA TAHUN ANGGARAN 2021

lenetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 992.151.657,-
b. Bidang Pembangunan Rp 907.747.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 64.575.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 44.970.000,-

Rp 2.377.351.168,-

e. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp 428.240.000,-
Rp 2.437.684.157,-

Rp (60.332.989,-)

Rp. 142.822.760,-
Rp. 50.000.000,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 92.822.760,-

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun
Berjalan (Surplus/(Defisit) +
Selisih Pembiayaan)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum

dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

a. Lampiran | : Laporan Keuangan

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran 2021

c. Lampiran Il : Daftar program sektoral, program daerah dan
program lainnya yang masuk ke Desa.
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Panil )

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan baglan
vang tdak terpisahikan dart Peraturan Dena (nf.

Panal 4
Peraturan Desa int mulad berlaku pada tanggal diundanghkan,

Agar setinp orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jangrana,

Ditetapkan di Jangrana
m anpenl 28 Maret 2022

Diundangkan di Jangrana
Pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DESA JANGRANA,

e

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI
LEMBARAN DESA JANGRANA TAHUN 2022 NOMOR 1
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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANGRANA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan
Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa rancangan
Peraturan Desa vang telah dikonsultasikan kepada masyarakat
disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama;

b. bahwa Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
Kabupaten Cilacap telah menyerahkan rancangan Peraturan
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap pada
tanggal 23 Maret 2022;

c. bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 telah diadakan
musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jangrana
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap untuk membahas
rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf
b bersama dengan Pemerintah Desa Jangrana Kecamatan
Kesugihan Kabupaten Cilacap;

d. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jangrana
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap menyetujui
rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang
Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 Nomor 257 );
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Menetapkan
KESATU

REDUA

MEMUTUSKAN

Menyetujui - Rancangan  Peraturan  Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa
Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
dengan perincian sebagai berikut :
1. PendapatanDesa Rp 2.377.351.168,-
2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintah Desa Rp 992.151.657,-

b. Bidang Pembangunan Rp 907.747.500,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 64.575.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp  44.970.000,-

e. Bidang Tak Terduga Rp 428.240.000.-
Jumlah Belanja Rp 2.437.684.157.-
Surplus/Defisit Rp (60.332.989,)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.822.760,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.  50.000.000.-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 92.822.760,-
Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) Tahun
Berjalan (Surplus/(Defisit) +
Selisih Pembiayaan) Rp 32.489.771,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang

terdiri dari :

a. Lampiran ] :Laporan Keuangan

b. Lampiran Il : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari -
31 Desember Tahun Anggaran 2021

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan
program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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KETIGA o Keputusan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi
dokumen dalam hal penetapan, pengundangan oleh pemerintah
desa dan pengajuan Klarifikansi Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Jangrana
Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap.

KEEMPAT  : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jangrana
Pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN
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